
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI I{ARTANEGARA
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TENTANG

PENUNJUIIAN I{AWASAN KONSERVASI SEBARAN LAHAN GAMBUT
DI I{ABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI IG.RTANEGARA,

Bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
berkomitmen untuk memberikan kontribusi daiam rangka
perubahan iklim global sebagai akibat dari bertambahiya
emisi gas rumah kaca dengan pengelolaan, peiestarian dan
perlindungan terhadap lahan gambut.
Bahwa dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca
akibat dari deforestasi dan restorasi lahan gambut kritis
yang berada diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu
dilakukan perlindungan terhadap lahan f rawa gJmbut dari
aktivitas lainnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatasperlu 
-menetapkan kawasan konservasi lahan gambut diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanaegra.

undang-_undang Nomor 2T Tah'n 1959 tentang penetapan
undang-u:rdang Darurat Nomor 3 Tahun rdsg tentang
Pembentukkan Daerah di Karimantan (Lembaran wegari.Republik Indonesia Tahun 19s9 Nomor g, iambahan
Lembaran fegara _nomgl 352) sebagai Undang_Und.ang
Fq!**r_ Negara Republik Ind.onesia fu.frrrr, 19519 Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
1820);

undang-undang Nomor s rahun 1990 tentang Konservasi
s_umber Daya Alam Hayati dan trkosistem"d lt.*baranNegara Republik Indonesia Nomor 49, Tamb.i., Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S+LO);

y3aa3S-Yndang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya
{ir -(tembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor a377);

undang-undang Nomor rg rahun 2oo4 tentang perkebunan
(L_embaran Negara Republik indonesia Tahun 2oo+ No*u.85, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor a4fil1'
Undang-Undang Nomor A2 Tahun 2OO4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2oo4 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
352) sebagaimana telah berapa kali dirubah terafhir dengan
undang-undang Nomor 12 tahun 2oog tentang perubahan
atas undang-undang Nomor g2 Tahun zoo+ tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomoi 59, Tambahan f,eimbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4}aa);
undang-undang Nomor 26 Tahun zaar tentang penataan

|rulg" {tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a725J;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OOg tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +gSgl
Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5OSg);

Peratqran Pemerintah Nomor zr rahun 1991 tentang Rawa(tembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1g91
Nomor 35);

Peraturan Pemerintah Nomor gg Tahun 2oar tentang
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah]
Pemerintahari Daerah provinsi, dan pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lemtaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor aBZJ;
Perafuran Pemerintah Nomor 26 Tahun 2o0g tentang
Rencana Tata Ruang_wilayah Nasionar {Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2oog Nomor 48, r"*u"?.""
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor OOirl,'
Peraturan Presiden Nomor 61 Taliun 2orL tentang Rencana
aksi Nasional penurunan Emisi gas Rumah Kaca {RAN-GRK);
Peraturan Presiden Nornor Tr rahun 201r tentang
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2a|rtentoJrg Penundaan pemberian rzin Baru danPenyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam pr.imer dan LahanGambut;

Instruksi Presiden.Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2orgtentang Penundaan pemberian Izr- Baru danPenyempurnaan Tata Kerola llutan Alam primei aurr m:r*r,
Gambut;

Keputusan Presiden Nomor g2 Tarrun 19go tentang
Pengelolaan Kawasan Lindrrng;
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2oag tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Nasional; ---(
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Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
14 /Permentan/Pl. 11o l2oo9 tentang ped.oman pemanfaatan
Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit.
Peratrrran Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.30/MenhutrrI2o09 tentang Tata cara pengurzrngan Emisi
dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) (Beri-ta Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 88);

Peraturan Menteri i(ehutanan Republik Indonesia Norrror
P.36/Menhut fi/2A09 tentang Tata Cara perijinan Usaha
Femanfaatan Penyerapan dan/atau penyimpanan Karbon
Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung le..itu, Negara
Republik Indonesia Tahun 2A09 Nomor I2gl;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Konservasi
Keanekaragaman Hayati di Daerah;

Peraturan Gubernur Kalirrnantan Tirriur Nornor s4 Tahun
2ol2tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca
(RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Timur;
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Penunjukan kawasan konser-vasi sebaran lahari gambut terletak
di Kecamatan Muara wis, Kecarnatan Muara Mui.tai, Kecamatan
Kenohan, Kecamatan Muarakaman dan Kecamatan Kota
Bangun di Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi KJ-;l;
Timur. dengan luas sebagaimana terlampir daram Keputusan
Bupati;

Melakukan penundaan pemberian izin baru pada iahan gambutyang ditunjuk sebagaimana diktum pEnrarule l"rrg.r,
pengecua-lian:

1. Izin yang telah diterbitkan oleh pemerintatr Daerali;

2. untuk pelaksarraan gembangunan nasionar yang bersifatstrategis : Migas, Geotermal, Kelistrikan i.r, program
ketahanan pangan;

3. Restorasi kawasan;

Pemanfaatan lahan gambut sebagaimana dimaksud diktum
KPDUA point 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidahteknis pengelolaan ltihan gambut berdasarican peraturan danperundang-undangan yang b erlaku;

Melakukan monitoring dan peigendalian atas pemanfaatan
$ha1 gambut pada_1lea izin yenf terah diberikan iebagaimana
dimaksud diktum KEDUA point 1;

Melakukan pembinaan da1 upaya pengenebarian iahan gambut
yntuk mempertahanka,n fungsi ekosistem lahan g;arT- J;
keanekaragarnan hayati;

KELIMA



KEENAM

KSTUJUH

Melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap peta
penunjukan kawasan lahan gambut yang dilakukan setiap 1

{ satu } tahun dengan me:mperhatikan : hasil survey lapangan
terbaru, hasil perkembangan tata ruang, data dan informasi
serta masukan dari masyarakat sesuai dengan kond.isi
lapangan;

Kepulusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelir=uan dalam
penetapannya akan diperb:fki sebagaimana mestinya;

di Tenggarong
Oktober 2OL3

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegera di Tenggarong.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten KutaLi Kartanegara.

9.{"p"1" BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanergara di Tenggarong,
4. Kepala Dinas Perkebuhan dan Kehutanad Kabupafe-n fuiai Kartanegara d"i

Tenggarong.
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah K.abupaten Kutai kartanJgara.
1.{"p"t. Bagian Administrasi Sumber Daya lUam Setkab, Kutai Kartineger-a.
!. Kepala Bagian Ad.ministrasi pertanahan se,tkab. Kutai Kartariegara.
9. Arsip.


